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UCAPAN TERIMA KASIH

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia berkembang cukup pesat selama 5 tahun terakhir yang
ditandai dengan inisiatif daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala
Daerah. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya berarti ketika produk hukum tersebut
diikuti dengan pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsekuen.

Sebagai PERDA baru di Indonesia, PERDA Kawasan Tanpa Rokok diupayakan tidak menciptakan sistem
dengan struktur baru yang akan membebani daerah, tetapi diintegrasikan ke dalam sistem penegakan
hukum yang selama ini berlaku bagi PERDA lainnya. Perbedaan hanya pada substansi dan pemantauan
yang melibatkan Dinas Kesehatan sesuai tupoksinya.

Indonesia masih mencari bentuk penegakan hukum PERDA KTR yang paling sesuai. Sangat dimungkinkan
adanya perbedaan antar daerah. Yang diperlukan adalah kesamaan pemahaman. Untuk itu dibutuhkan
orientasi dan pelatihan bagi unsur-unsur terkait. Buku ini merupakan Pedoman Pelatihan yang
mendasarkan pada struktur PERDA KTR Kota Palembang dan Kota Pontinanak. Karenanya,
penyusunanannya tidak dapat lepas dari masukan daerah bersangkutan.

Dalam  kaitan ini, Penyusun menyampaikan  terima kasih setinggi - tingginya kepada
Bapak H.Eddy Santana Putra, Walikota Palembang dan Bapak H. Sutarmidji, Walikota Pontianak

atas kepemimpinan yang sangat menonjol untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai kota di
Indonesia yang memiliki PERDA KTR 100% tanpa adanya ruang merokok di seluruh kawasan KTRnya.

Terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Drs. Azhari Said, Asisten IV Pemda Kota Palembang,
Dr. Gema Asiani, Mkes Kepala Dinas Kota Palembang dan Drg. Multi ] Bhatarendro, MPPM Kepala
Dinas Kota Pontianak atas dukungan dan arahannya; kepada Dr Anton Suwendro penanggung
jawab program KTR Kota Palembang dan Dr Saptiko, MMed.PH penanggung jawab program KTR Kota
Pontianak, terima kasih atas pendampingan dan masukannya.

Kontributor teknis adalah energi inti, sumber insiprasi dan informasi tentang kearifan daerah yang
melewati batas geografi kota Palembang dan Pontianak dengan ikut sertanya Kota Bogor yang memiliki
kesamaan sistem penegakan hukum PERDA KTR. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan pada
tim teknis kota Palembang Dr. Afrimelda Mkes; Drs. Herman HS; Bapak M. Sabar, SH. MM dan tim
teknis kota Pontianak Drg. Trisnawati Wagiman dan lbu Yaya Maulidia, SH, MH atas kerja
samanya. Tak lupa terima kasih kami sampaikan pula kepada Drg. Nanik Widayani, Mkes dan Drg.
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Junita, MKM dari Dinas Kesehatan Kota Bogor atas pengalaman sangat berharga tentang penegakan
hukum di kota Bogor. Dr Tara Singh Bam adalah kontributor penting dalam pengembangan instrumen
pemantauan; terimakasih kepada Dr Tara. Mengolah dasar-dasar teknis penegakan hukum PERDA KTR
dengan tambahan masukan dari daerah tidak terlaksana tanpa koreksi aspek hukum dari Bapak Tubagus
Haryo Karbiyanto, SH dari FAKTA. Terima kasih tak terhingga atas pendampingan pak Tubagus.

Walaupun masih sangat jauh dari sempurna, dan membutuhkan perbaikan dari waktu ke waktu, semoga
Buku Pedoman Pelatihan ini memberi manfaat bagi penggunanya.

Penyusun,

Dr. Widyastuti Soerojo, MSc

Konsultan KTR TCSC-IAKMI
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KATA PENGANTAR

Pada saat ini gerakan penanggulangan dampak tembakau di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang

kuat, khususnya tentang pengadaan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-undang no 39, tahun 2009, tertanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan khusus yang tercantum
pada ayat 115 khususnya pasal (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

2. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri :
Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok, tertanggal 28 Januari 2011, diundangkan di Jakarta pada tgl. 1 Februari 2011 oleh Menteri Hukum dan
HAM RI

3. Sejumlah PERDA, PERGUB dan PERWALI yang sudah disahkan di beberapa daerah dan kota.

Dengan dasar hukum tersebut diatas, setiap propinsi, kabupaten/kota berkewajiban untuk mengatur Kawasan
Tanpa Rokok di daerahnya masing-masing.

Setelah peraturan disahkan, setiap daerah perlu melaksanakan dan melakukan monitoring dari peraturan tersebut.

Pengaturan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok untuk banyak daerah adalah hal yang baru dan memerlukan
pemahaman yang cukup tentang prinsip pengendalian tembakau, khususnya monitoring dan enforcement dari
peraturan yang telah disahkan. Berdasarkan pengalaman di beberapa kota yang sudah melaksanakan monitoring
dan enforcement peraturan, TCSC IAKMI telah mengembangkan buku petunjuk ini untuk bisa digunakan oleh
daerah.

Setiap daerah situasi dan kondisinya berbeda-beda. Buku petunjuk ini merupakan petunjuk dasar untuk melakukan
enforcement. Petunjuk yang akan disahkan oleh daerah harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-
masing daerah. Untuk itu isi buku petunjuk ini bisa ditambah atau dikurangi bila diperlukan dengan tetap
memegang pada beberapa prinsip dasar.

Kami mengharapkan agar buku petunjuk ini menjadi asupan penting bagi setiap daerah dalam melaksanakan
kegiatan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi masyarakat terutama generasi muda dari dampak buruk
tembakau.

Kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah dan kerja keras dari Dr. Widyastuti Soerojo, MSc dan tim yang
telah menghasilkan buku petunjuk ini.

Tobacco Control Support Center

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Dr. Alex Papilaya, DTPH

KETUA
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Umum

Peraturan Daerah yang efektif mensyaratkan tanggung jawab untuk mematuhi aturan hukum
yang ada di dalamnya baik oleh penanggung jawab KTR setempat maupun oleh perokok.
Peraturan ini tidak melarang orang merokok tetapi di mana boleh merokok.

Tidak mudah untuk mengubah kebiasaan merokok di sembarang tempat yang dibenarkan
selama bertahun-tahun. Merokok di dalam ruangan tertutup sangat membahayakan kesehatan
khususnya bagi bukan perokok karena asap yang mengandung ribuan zat beracun akan
berputar-putar di ruangan dan menempel di setiap benda yang ada, siap untuk dilepaskan lagi
dan diisap oleh bukan perokok. Ventilasi terbukti tidak efektif menghilangkan partikel-partikel
beracun di asap rokok.

Karenanya, pada awal pemberlakukan PERDA KTR dibutuhkan bantuan untuk menjamin
kepatuhan sebelum masyarakat menjadi terbiasa dan perilaku tidak merokok di ruang tertutup
menjadi norma sosial. Kepatuhan maksimal dapat diperoleh dengan keseimbangan antara
sosialisasi pada setiap lapisan masyarakat termasuk penanggung jawab kawasan dan aparat
penegak hukum, adanya kesamaan pemahaman semua pihak tentang definisi dan aturan yang
berlaku dan penegakan hukum yang konsisten.

Istilah “Pengawasan” dalam PERDA KTR mengandung unsur “Penegakan Hukum” sehingga
keduanya sering digunakan secara bergantian. Temuan/luaran Pengawasan berbentuk
pelanggaran akan dikenai Sanksi yang jenisnya tergantung dari kurun waktu terjadinya. Untuk
mengurangi kerancuan, buku Pedoman ini menuliskan: Pengawasan/Penegakan Hukum

Pelaksanaan Pengawasan/Penegakan Hukum PERDA KTR disusun dengan mempertimbangkan
aspek “cost effectiveness” dan pelembagaan dengan:

1 Mengintegrasikan kegiatan ke dalam sistem berjalan, baik sistem pemantauan wilayah oleh
sektor kesehatan yang memiliki wilayah kerja administratif disertai sistem penegakan
hukum terhadap pelanggaran yang berlaku bagi setiap PERDA:

e Memanfaatkan sistem pemantauan program rutin oleh Puskesmas di wilayah kerjanya
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e Mengintegrasikan inspeksi PERDA KTR sebagai bagian dari ketertiban umum (tramtib)
Satpol PP untuk pembinaan, penyidikan terhadap pelanggaran s/d sidang tipiring (sidang
yustisi)

2 Menciptakan sistem pengawasan melekat dengan meletakkan tanggung jawab pengawasan
lini terdepan pada penanggung jawab kawasan

3 Memberikan tanggung jawab kepatuhan pada PJ Kawasan setempat dengan menerapkan
sanksi pada PJ kawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kawasan

(disamping sanksi pada pelanggar/perokok langsung). Konsep ini mendorong terjadinya

interaksi edukatif antara penanggung jawab kawasan sebagai unsur masyarakat dengan

masyarakat pengguna kawasan
4 Melakukan kampanye publik melalui media massa dan melibatkan masyarakat untuk
melakukan kontrol sosial dengan menegur/mengingatkan perokok yang kedapatan merokok

di dalam gedung dan/atau melaporkan pelanggaran yang ditemukan baik pada PJ setempat,

melalui fasilitas hotline yang disediakan PEMDA ataupun langsung pada aparat penegak

hukum PERDA KTR.

Buku Pedoman Pelatihan Penegakan Hukum ini disusun dengan mengacu pada Tupoksi Dinas
Kesehatan dan Protap Operasional SatPol PP serta pengalaman lapangan di beberapa daerah
yang telah menerapkan penegakan hukum PERDA KTR. Pengguna Buku Pedoman ini adalah Tim
Pengawas/Penegak Hukum  PERDA KTR dan Penanggung Jawab KTR setempat untuk
mendapatkan kesamaan pemahaman terhadap tanggung jawab PJ KTR, apa yang diawasi,
prosedur pengawasan dan apa sanksinya, kapan.

B. Tujuan
Umum:

Menjamin kepatuhan pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang akan melindungi masyarakat dari
paparan asap rokok orang lain di kawasan tanpa rokok.

Khusus:

1. Menjamin kesamaan persepsi antara penyusun PERDA, pelaksana lapangan dan otoritas
penegak hukum tentang isi PERDA dan batasan yang digunakan

2. Menjamin keseragaman tindakan penegakan hukum

3. Merumuskan built-in system pengawasan/penegakan hukum PERDA KTR dalam penegakan
hukum berbagai PERDA yang sederhana dan bisa dilaksanakan
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C. Pengawas
Sesuai bunyi sebagian besar PERDA KTR, Walikota melakukan pengawasan terhadap

Kawasan Tanpa Rokok. Pelaksanaan tugas pengawasan diserahkan kepada Instansi yang
ditunjuk dengan ketentuan teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah
jenjang berikutnya. Instansi yang ditunjuk kemudian menjadi bagian dari tim
Pengawas/Penegak Hukum PERDA KTR.

Contoh:

e Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota
dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (PERDA Kota Palembang No 7/2009
tentang KTR pasal 12 ayat 2)

e Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota
dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak
(PERDA Kota Pontianak No 10/2010 tentang KTR)

D. Sasaran Pengawasan
1. Tempat umum
Tempat kerja
Tempat ibadah
Tempat bermain anak-anak
Angkutan umum
Tempat belajar mengajar
Sarana pelayanan kesehatan

NouswnN

E. Obyek Pengawasan

1. Ada tidaknya tanda “dilarang merokok” yang cukup jelas dan mudah terbaca (segera
terlihat ketika memasuki kawasan) di (semua) pintu masuk gedung

2. Adatidaknya orang merokok di tempat yang ditetapkan sebagai KTR

3. Ada tidaknya AREA/RUANGAN merokok dalam gedung dengan/tanpa ventilasi untuk
menghilangkan asap rokok

4. Ada tidaknya tanda tanda promosi/iklan rokok di KTR; Penjualan rokok di KTR hanya
dibenarkan bagi yang memiliki izin usaha untuk menjual

5. Ada/tidaknya asbak dan/atau sarana pendukung merokok di KTR

Sebagai tambahan, diamati pula:

6. Ada tidaknya bau rokok di dalam gedung tertutup yang ditetapkan sebagai KTR
7. Ada tidaknya puntung rokok di gedung tertutup yang ditetapkan sebagai KTR
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F. Kewajiban Penanggung Jawab KTR Setempat
Mengacu pada PERDA KTR, Penanggung jawab KTR setempat (Pengelola gedung,

Pimpinan/Manajer instansi) berkewajiban untuk

a. Meletakkan tanda dilarang merokok yang cukup besar, mudah terbaca, di tempatkan di
pintu masuk dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan tidak mengganggu keindahan
tempat/kawasan.

b. Melarang/menegur/meminta keluar/ melaporkan pada PPNS, orang merokok di kawasan

c. Tidak membuat area/ ruang khusus untuk merokok di dalam gedung

d. Tidak menempatkan asbak atau sarana pendukung merokok di kawasan tanpa rokok

e. Tidak membolehkan iklan/promosi rokok di KTR. Khusus untuk penjualan rokok hanya
dibenarkan dilakukan oleh tempat yang memiliki izin khusus untuk menjual.

G. Indikator Keberhasilan
Indikator dampak:

Penurunan keluhan/ angka kesakitan di sarana KTR

Penurunan angka kunjungan rawat inap penyakit berhubungan dengan asap rokok

Indikator luaran:

100% bebas asap rokok di semua bangunan tertutup di 7 sarana KTR yang ditetapkan
dalam PERDA

Indikator proses (=Indikator pengawasan = Indikator kepatuhan):

Di 7 sarana KTR yang ditetapkan dalam PERDA:

Ada tanda larangan merokok (+)

Tidak ada orang merokok dalam gedung (-)

Tidak ada area/ruang merokok di dalam gedung (-)
Tidak ada asbak/sarana merokok (-)

Tidak ada iklan/promosi rokok (-)

Pengukuran:

Pemantauan dan inspeksi rutin
Survei tingkat kepatuhan secara berkala
Survey morbiditas lanjutan di sarana KTR dan fasilitas kesehatan
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A.PRASYARAT PENGAWASAN/PENEGAKAN HUKUM

Sebelum Penegakan Hukum dilaksanakan, dibutuhkan Prasyarat sebagai berikut:

Landasan Hukum

Pemahaman yang sama dari semua pihak terlibat akan isi pokok PERDA KTR
Dukungan Masyarakat termasuk Pengelola Sarana KTR

Sistem/Tatalaksana Penegakan Hukum

Komitmen aparat untuk melaksanakan Penegakan Hukum secara konsisten

auhwnN e

1. Landasan Hukum
PERDA KTR: Aspek penegakan hukum dengan menggunakan istilah Pengawasan merupakan

salah satu pasal penting dalam setiap PERDA KTR. Secara operasional Pengawasan meliputi
pemantauan, penemuan kasus pelanggaran dan penindakan sesuai fase dan jenis sanksinya:
sanksi administratif ataupun sanksi denda.

PERWALI: Teknis pelaksanaan Pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota

SK / SE Walikota: Beberapa daerah mengeluarkan SK / SE Walikota tentang Penetapan
Tanggal

Berlakunya PERDA KTR dan Pembentukan Tim Pengawas PERDA KTR

2. Pemahaman Isi Pokok PERDA KTR

a. Mengapa Pemerintah Daerah membuat Perda KTR?
Karena komitmennya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga kotanya dari paparan

asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi
masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat perokok maupun bukan perokok dari
dampak buruk asap rokok baik langsung maupun tidak langsung .

Sejak diterbitkannya, Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat bertanggung
jawab untuk mengamankan dan melaksanakan PERDA Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan para pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan
penanggungjawab KTR setempat untuk memastikan bahwa semua orang tahu apa yang harus
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mereka lakukan untuk menjadikan Kawasan Tanpa Rokok secara penuh (100%), tahu dimana
orang tidak boleh merokok dan dimana boleh merokok.

Tenggang waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya PERDA sampai dengan diberlakukannya PERDA
KTR dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi dan penyesuaian terhadap peraturan baru.
Sebagian daerah telah dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk mulai membiasakan dengan
penegakan hukum melalui teguran lisan bahkan teguran tertulis. Dengan demikian, pada saat
tenggang waktu penyesuaian berakhir, PERDA KTR telah dapat menerapkan penegakan hukum
secara penuh yang berbentuk denda bagi pelanggaran.

Kemampuan daerah untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok di bangunan-bangunan
tertutup yang digunakan oleh umum menempatkan daerah pada posisi sejajar dengan kota-
kota internasional lainnya.

b. Apa Definisi KTR?
Adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan,
dan atau mempromosikan rokok.

Larangan menjual dalam definisi KTR dikecualikan bagi tempat umum yang memiliki izin
usaha untuk menjual

c¢. Dimana KTR Diberlakukan?
(a) tempat umum; (b) tempat kerja; (c) tempat ibadah; (d) tempat bermain anak-anak; (e)
angkutan umum; (f) tempat belajar mengajar dan (g) sarana pelayanan kesehatan.

d. Apa Prinsip Larangan Merokok di KTR?
Diberlakukan di semua TEMPAT (=bangunan) TERTUTUP yang digunakan oleh UMUM dan

PEKERJA, dan di TRANSPORTASI UMUM. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang
ditutup oleh atap dan atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang
digunakan dan struktur permanen atau sementara;

e. Indikator Apa yang Dipantau dalam Pelaksanaan KTR?

e Ada tanda “dilarang merokok” yang jelas dan mudah terbaca oleh di pintu2 masuk
gedung (segera terlihat dan terbaca ketika memasuki area gedung);
Tidak ada asbak dan sarana lain yang mendukung orang merokok;
Tidak ada area/ruang merokok dengan atau tanpa ventilasi dalam ruang tertutup;
Tidak ada tanda2 iklan/promosi rokok
Ada tindakan peneguran terhadap orang merokok di kawasan tanpa rokok oleh PJ
Kawasan atau petugas yang ditunjuk PJ KTR untuk mengawasi pelaksanaan KTR
setempat (pengawas intern).
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f. Apa Sanksi Terhadap Pelanggaran KTR?

Sanksi Administratif

Sanksi administratif meliputi (1) peringatan lisan; (2) peringatan tertulis; (3) penghentian
sementara kegiatan atau usaha; (4) pencabutan izin; (5) penutupan tempat kegiatan atau
usaha.

Sanksi Denda

Sesuai KUHP, pelanggaran PERDA dikategorikan pada pelanggaran, bukan tindak kejahatan
dengan sanksi tindak pindana ringan (tipiring) berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda yang bervariasi jumlahnya untuk menimbulkan efek jera.

Tindak pidana ringan dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan memungkinkan
dilaksanakannya sidang tipiring di lokasi di luar pengadilan.

Pengenaan besaran denda bervariasi antar darah, bahkan dapat bervariasi pula antar jenis
pelanggaran.

Sasaran sanksi pelanggaran bervariasi antar daerah: Penanggung Jawab KTR setempat
(pengelola gedung/pimpinan/manajer instansi), Perokok langsung atau kombinasi keduanya.

Catatan: Pada kondisi dimana penanqgqung jawab KTR mendelegasikan penegakan peraturan

KTR kepada unit kerja atau perorangan di bawahnya sebagai petugas pengawasan KTR
setempat / pengawas intern, maka kepada mereka dapat dikenakan sanksi administratif
kepegawaian atas pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan kepegawaian intern.

Sanksi administratif kepegawaian pada pengawas/petugas/pegawai/karyawan kawasan
bersifat intern dan dapat berupa (1) peringatan lisan (yang dicatat); (2) peringatan tertulis;
hingga (3) penundaan kenaikan pangkat/gaji, dst
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Tabel 1a. Sanksi atas Pelanggaran PERDA KTR berdasar Jenis Pelanggaran, Jenis Sanksi dan
Besaran Denda di Kota Palembang

Denda
maksimum

Sanksi administrasi

Pelanggar

Pelanggaran

Pimpinan dan Penanggung Pasal 19: Adanya tempat merokok di 10.000.000 Pasal 23: berupa pencabutan
dalam gedung dan penyediaan rokok izin usaha dan penutupan
jawab KTR termasuk menjual/ mengiklankan tempat usahanya jika
dan mempromosikan rokok melanggar 3 (tiga) kali
berturut-turut
Pemilik, Pengelola, Manager, Pasal 20: Adanya asbak di kawasan 500.000 Sda
tanpa rokok
pimpinan, dan penanggung
jawab KTR
Pemilik, Pengelola, Manager, Pasal 21: Tidak adanya tanda-tanda 1.000.000 Sda
dilarang merokok di semua pintu
pimpinan, dan penanggung masuk dan di tempat-tempat yg
dipandang perlu dan mudah terbaca
jawab KTR
Pemilik, Pengelola, Manager, Pasal 22: Tidak melarang orang 500.000 Sda

pimpinan, dan penanggung

jawab KTR

Pengawas atau petugas

berwenang

merokok di kawasan tanpa rokok

Pasal 24: Tidak mengawasi kawasan
tanpa rokok

Sanksi adminitrasi di bidang
kepegawaian

TCSC-IAKMI 1 9



Tabel 1b. Sanksi atas Pelanggaran PERDA KTR berdasar Jenis Pelanggaran, Jenis Sanksi
dan Besaran Denda di Kota Pontianak

Pelanggar

Pelanggaran

Sanksi
Administratif

Sanksi Denda

Pimpinan, dan Penanggung

Jawab KTR

Pimpinan, dan Penanggung

Jawab KTR

Perokok

Pengawas atau petugas

Berwenang
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Ps 7. Pimpinan atau PJ tempat/
ruangan yang ditetapkan sebagai
KTR BERTANGGUNG JAWAB atas
PELAKSANAAN KTR:

(a) mengingatkan semua orang
untuk tidak merokok di KTR yang
menjadi tanggung jawabnya

(b) Meletakkan tanda-tanda dilarang
merokok sesuai persyaratan di
semua pintu masuk utama dan di
tempat-tempat yang dipandang
perlu dan mudah dibaca

Ps 10. Pimpinan atau PJ tempat/
ruangan yang ditetapkan sebagai
KTR DILARANG:

a. Menyediakan tempat untuk
merokok did alam gedung dan
menyediakan rokok

b. Menyediakan asbak di KTR

c. Mengijinkan atau membiarkan
orang merokok di KTR

Ps 9. Setiap orang dilarang merokok
di Kawasan Tanpa Rokok

Ps 21. Pengawas atau petugas
berwenang yang tidak mengawasi
KTR sebagaimana dimaksud dalam
ps 18 ayat (2) tugas pengawasan
Walikota didelegasikan kepada Dinas
Kesehatan Kota Pontianak sesuai
tugas dan fungsi masing-masing

Ps 19 (1). Pelanggaran
sebagaimana
dimaksud dalam pasal
7 ayat (3) huruf a dan
b dikenakan sanksi
administrative berupa
teguran tertulis

Ps 20. Pemimpin atau
PJ tempat yang
ditetapkan sebagai
KTR yang melanggar
ketentuan ps 10
dikenakan sanksi
administrasi berupa
teguran tertulis

Ps 21 dikenakan sanksi
administrasi di bidang
kepegawaian sesuai
dengan ketentuan
perundang-undangan
yang berlaku

Ps 19 (2) Pemimpin dan PJ KTR
yang tidak melaksanakan teguran
tertulis sebanyak tiga kali
berturut-turut dikenakan denda
sebanyak-banyaknya Rp 500.000
(lima ratus ribu rupiah)

Ps 19 (2) Pemimpin dan PJ KTR
yang tidak melaksanakan teguran
tertulis sebanyak tiga kali
berturut-turut dikenakan denda
sebanyak-banyaknya Rp 500.000
(lima ratus ribu rupiah)

Ps 22. Setiap orang yang merokok
di KTR dikenakan denda
serendah-rendahnya Rp 50.000
(lima puluh ribu rupiah) untuk
setiap kali pelanggaran



3. Dukungan Masyarakat termasuk Pengelola Sarana KTR
Dukungan masyarakat merupakan faktor sangat penting yang ikut menentukan keberhasilan PERDA
KTR. Dibutuhkan upaya terkoordinir dan terus menerus dari berbagai sektor, komponen masyarakat
termasuk Pengelola Sarana KTR,LSM dan Media untuk mencapai kondisi dukungan proaktif sampai
tercipta perubahan norma bahwa merokok di ruang publik tertutup adalah tidak normal & tidak etis.

Dukungan masyarakat diperoleh melalui SOSIALISASI dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT yang
memberi ruang pada KONTROL SOSIAL

3.1Sosialisasi
Sosialisasi merupakan syarat utama sejak sebelum PERDA KTR dirumuskan sampai tercapainya
perubahan norma sosial bahwa "Merokok di Ruang Publik Tertutup adalah Tidak Normal, Tidak Etis
dan memalukan”. Masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh proses pengembangan kebijakan
PERDA KTR untuk memahami bahaya mengisap asap rokok orang lain, hak untuk mendapat
perlindungan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengikat secara hukum.

Sosialisasi saja tidak menjamin kepatuhan. Diperlukan sanksi hukum mulai dari yang paling ringan
berbentuk teguran lisan dan tertulis sampai dengan denda dan pencabutan izin usaha yang
ditetapkan melalui sidang Tindak Pidana Ringan. Tujuannya untuk menimbulkan efek jera dan
membentuk kebiasaan. Walaupun demikian, sanksi hukum bukan bertujuan untuk menghukum
karena pelanggaran bukan bersifat kriminal tetapi untuk pembinaan dan lebih bersifat edukatif.

SOSIALISASI

PERUBAHAN
NORMA SOSIAL
“MEROKOK DI
RUANG PUBLIK
TERTUTUP

TIDAK NORMAL”

PENEGAKAN HUKUM

PERINGATAN SANKSI SELF
DENDA/ ENFORCING
LISAN / Cabut IZIN

Dalam KONTEKS PENEGAKAN HUKUM, tim penegak hukum perlu mendapat kepastian bahwa
masyarakat telah tersosialisasi dengan benar dan telah memahami isi dan manfaat PERDA, sehingga
sanksi yang diberlakukan didasarkan pada pengetahuan sebelumnya.
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a.

Sasaran Sosialisasi dan Isi Pesan
Secara garis besar ada 2 (dua) kelompok sasaran sosialisasi yaitu masyarakat umum sebagai

pengguna fasilitas, dan penanggung jawab kawasan.

Keberhasilan PERDA KTR hanya dimungkinkan ketika semua unsur masyarakat memahami
bahaya dari asap rokok di dalam ruangan, hak untuk menghirup udara bersih dan
berkomitmen untuk melaksanakannya.

Sosialisasi dilakukan sejak sebelum sampai dengan setelah keluarnya PERDA.

Tabel 2. Pesan Pokok Menurut Fase Perkembangan PERDA

Pesan Pokok Sebelum | Sesudah

e Pemahaman tentang: Vv
a. Dampak kesehatan Asap Rokok Orang Lain
b. Perlunya perlindungan HUKUM bagi masyarakat

melalui PERDA KTR

c. Mitos dan Fakta tentang Kebijakan KTR

e Sosialisasi PERDA KTR: arti istilah KTR, di mana orang \Y%
boleh dan tidak boleh merokok, lokasi KTR, kapan mulai
berlaku, hak dan kewajiban pihak terlibat, apa sanksinya

e Mendorong pelaku usaha untuk merencanakan \Y%
pelaksanaan PERDA KTR wilayahnya

e Mendorong perokok untuk mematuhi aturan Vv

e Meningkatkan keyakinan dan kebanggaan masyarakat Vv
akan kemampuan daerah untuk menegakkan hukumnya

e Mengkomunikasikan berbagai cara masyarakat untuk Vv
membantu penegakan hukum

e Mengkomunikasikan setiap perkembangan yang dicapai Vv
melalui hasil polling, survey, pemantauan

e Menangkal pengaruh yang menentang penegakan PERDA \Y
KTR (lihat Mitos dan Fakta)

e Memberikan konsultasi dan layanan berhenti merokok \Y

12 | TCSC-IAKMI



Asap rokok orang lain merupakan pencemaran udara dalam ruangan (indoor air

polution) oleh 4000 bahan kimia, lebih dari 43 diantaranya penyebab kanker. Partikel
berbahaya yang ada dalam asap rokok akan berputar-putar di ruangan dan menempel di
semua perlengkapan yang ada, siap untuk dilepaskan kembali. Adanya ventilasi tidak
efektif.

Kawasan Tanpa Rokok 100% artinya sepenuhnya bebas asap rokok di ruang tertutup,
bukan 100% dilarang merokok. Persepsi keliru ini dapat berkembang menjadi mitos
yang diterima sebagai kebenaran.

MITOS yang berkembang dan FAKTA sebenarnya perlu dipahami oleh OTORITAS
PENEGAK HUKUM sebagai bahan pembinaan dan menjawab argumen pada saat inspeksi
(Lihat Lamp.1 Mitos dan Fakta).

b. Peran Media Massa
Media massa merupakan kekuatan yang mendukung fungsi penegakan hukum. Advokasi

media meliputi seluruh kegiatan strategis untuk menarik perhatian media dalam 1)
mengkampanyekan kepatuhan terhadap pelaksanaan dan 2) menangkal mitos keliru
yang perlu diluruskan serta 3) sebagai alat kontrol sosial memberikan umpan balik
terhadap kelemahan penegakan hukum.

c. Pelaksana Sosialisasi
Sosialisasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dinas Kesehatan

disamping melaksanakan sosialisasi secara langsung, dapat memfasilitasi peran serta sektor
lain, tokoh-tokoh, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang peduli masalah
KTR untuk berperan serta.

Kerjasama dengan SKPD termasuk Dinas Kominfo dan berbagai organisasi kemasyarakatan
akan menimbulkan rasa memiliki yang mempercepat pencapaian tujuan PERDA KTR.

Secara spesifik, sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan pada saat pemantauan
oleh aparat Dinas Kesehatan dan SKPD terkait maupun saat inspeksi Satuan Polisi Pamong
Praja.

Contoh sosialisasi antara lain dengan: pengumuman melalui pengeras suara secara periodik
(misalnya 15-30 menit sekali) untuk mengingatkan karyawan dan pengunjung tentang
larangan merokok di dalam gedung, mobil keliling dari Dinas Kominfo untuk mengingatkan
masyarakat agar tidak merokok di ruang tertutup.
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d. Indikator Keberhasilan Sosialisasi

Peningkatan kontrol sosial melalui pemanfaatan fasiltas penanganan keluhan
masyarakat

Peningkatan kepatuhan menerapkan KTR yang diidentifikasi melalui survei kepatuhan
Frekuensi Pemberitaan tentang KTR di media massa

3.2 Pemberdayaan Masyarakat

a.

Peran Serta Masyarakat
Peran Serta Masyarakat didukung secara LEGAL oleh Peraturan Daerah. Kekhawatiran

masyarakat untuk melaksanakan peran sertanya untuk mendukung dan mengingatkan
orang lain untuk mematuhinya adalah tidak beralasan.

Anggota Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu
menciptakan kawasan tanpa rokok. Yang termasuk dalam kategori anggota masyarakat
adalah setiap warga kota terlepas dari kedudukan dan jabatannya: dapat perseorangan,
kelompok, bahkan anggota SKPD dan Pimpinan/Penanggung Jawab KTR di masing-
masing sarana KTR

Peran serta masyarakat diarahkan untuk:

e Menggunakan hak azasinya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain
e lkut memfasilitasi dan membantu mengawasi terlaksananya KTR dengan
e mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR,
e memberi tahu Penanggung Jawab KTR setempat apabila ybs adalah pengguna
kawasan bilamana terjadi pelanggaran,
e melaporkan pelanggaran pada otoritas yang ditunjuk (Dinas Kesehatan, Satpol PP)
melalui layanan hotline / tertulis; Hal ini berlaku bagi setiap warga masyarakat
termasuk Penanggung Jawab KTR.

b. Menciptakan Mekanisme/Sistem Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaiannya
Bersamaan dengan penerapan PERDA KTR, sebaiknya disediakan fasilitas pengaduan

masyarakat berbentuk layanan hotline agar penyelesaian masalah dilakukan segera.

Respon-segera memberikan efek positif baik bagi pelapor maupun terhadap efektifitas

penyelesaian masalah. Laporan tertulis walaupun dimungkinkan, tetapi membutuhkan

waktu respons yang lama dimana masalah umumnya sudah kedaluwarsa.

Perlu diupayakan layanan hotline bebas biaya (toll-free). Fungsi hotline
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disamping untuk pengaduan terhadap pelanggaran PERDA KTR, juga dapat untuk meminta
informasi/penjelasan lain berkaitan dengan peraturan KTR, tentang layanan berhenti
merokok dsb. Sebaiknya layanan hotline

dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.

Sarana yang dibutuhkan antara lain:

e Penyediaan layanan hotline yang mudah dihubungi, sedapat mungkin toll-free.
e Pemberitaan tentang nomor-nomor hotline yang bisa dihubungi
e Mekanisme penyelesaian pengaduan yang cepat, murah dan mudah

3.3 KONTROL SOSIAL

a.

Masyarakat perlu didorong untuk berani menegur langsung secara santun atau
mengingatkan orang lain yang masih merokok di ruang publik tertutup dengan menunjuk
tanda larangan merokok atau memberi isyarat dirinya terganggu oleh asap rokok di
dekatnya. Bilamana teguran lisan tidak diindahkan, masyarakat dapat melaporkan pada
petugas KTR setempat (satpam / petugas restoran / staf hotel dsb).

Masyarakat dapat pula menggunakan fasilitas layanan pengaduan pelanggaran melalui
hotline.

Keberhasilan PERDA ditandai antara lain dengan semakin banyaknya masyarakat yang
patuh dan mampu melakukan kontrol sosial.

Pencatatan Laporan Pengaduan Melalui Hotline
Tidak ada format baku bagi pencatatan pelaporan hotline. Yang terpenting adalah

pemanfaatannya: catatan tersebut mampu digunakan sebagai bahan informasi untuk
mengambil langkah/tindak lanjut segera.

Daerah dapat mengembangkan sendiri format pencatatan pelaporan hotline yang sekaligus
dapat digunakan sebagai alat evaluasi / umpan balik keberhasilan sosialisasi dengan prilaku
masyarakat yang proaktif melakukan kontrol sosial

Respon Pengaduan
Penerima laporan hendaknya segera melakukan tindakan. "Kesegeraan” ini penting untuk

menunjukkan urgensi dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat disamping agar
penyelesaiannya tidak kedaluwarsa.
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Berdasarkan pengalaman mengelola layanan pengaduan masyarakat yang relatif belum
banyak diterapkan di Indonesia, kota Palembang mencatat jenis pengaduan umumnya
adalah laporan tentang adanya orang merokok di sarana KTR. Laporan pengaduan segera
ditindak lanjuti oleh petugas Dinas Kesehatan kota dengan
menghubungi/mendatangi/mengirim surat teguran. Kunjungan langsung sekaligus diikuti
dengan pembinaan. Pencatatan laporan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran
PERDA KTR di kota Palembang masih sangat sederhana, tetapi setidaknya telah memuat
informasi minimal yang dibutuhkan untuk tindakan segera.

(Lihat Lamp. 2 Contoh Pencatatan Pengaduan Masyarakat Kota Palembang).

Setiap daerah dapat membuat format pencatatan laporan pengaduan yang dianggap sesuai

Pengaduan pelanggaran jenis lain misalnya adanya area merokok (smoking/non smoking
area)” atau ruangan khusus untuk merokok di dalam gedung membutuhkan respon yang
lebih kompleks.

Petugas penerima pengaduan dapat meneruskan pengaduan ke PPNS SKPD terkait atau
PPNS Satpol PP untuk melakukan tindakan hukum yang dibutuhkan ketika FASE penindakan
atas tipiring telah diberlakukan.

Catatan:

a. Pengaduan masyarakat perlu ditanggapi dengan positif dengan mengatakan bahwa
pengaduan mereka akan segera ditindak lanjuti sesuai fasenya: (masih dalam fase
peringatan tertulis atau telah memasuki fase pemberlakukan tindak pidana ringan)

b. Petugas penerima pengaduan akan melengkapi catatan pengaduan, memperbaharui
database yang sesuai dan menerapkan tertib administrasi

4. Sistem / Mekanisme Penegakan Hukum
Sistem/Mekanisme penegakan hukum hendaknya dibuat sesederhana mungkin, efektif dan

dapat dilaksanakan. Kondisi ini dimungkinkan ketika penegakan hukum PERDA KTR tidak
dibedakan secara eksklusif dengan penegakan hukum PERDA lainnya. Integrasi substansi
KTR ke dalam penegakan hukum PERDA lain memungkinkan terjadinya pelembagaan yang
menjamin kelangsungan dan kontinuitas. Penegakan hukum KTR tidak akan mahal ketika
menggunakan jalur pengawasan (pemantauan, inspeksi, penindakan) yang sudah ada.

Petunjuk umum untuk mengembangkan sistem penegakan hukum PERDA KTR adalah:

e Sesuaikan dengan kondisi daerah
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Pilih pendekatan yang cost effective
Pemantauan rutin yang disertai pembinaan akan lebih menjamin efektifitas. Untuk

memenuhi azas efektifitas untuk memberikan gambaran umum berbagai sarana KTR
pada satu waktu tertentu dengan biaya murah perlu dipilih sektor mana yang memiliki
kegiatan pemantauan rutin dari program-programnya dan memiliki akses memperoleh
data/informasi dari berbagai sarana KTR sekaligus. Atas pertimbangan cost effectiness
dapat dipilih pendekatan pemantauan rutin: berbasis Sektoral (SKPD) atau berbasis
Wilayah (Puskesmas) dengan melibatkan Sektor

Tidak harus membuat sistem penegakan hukum yang baru, tetapi dapat menggunakan
sistem penegakan hukum PERDA lain yang sudah berjalan.

5. Komitmen Penegakan Hukum Yang Konsisten
Untuk membangun komitmen dibutuhkan

Kepemimpinan Pimpinan Daerah (Walkota/Bupati)
Pengalaman di Kota Palembang dan Pontianak, setelah Walikota melakukan

pencanangan PERDA KTR, selanjutnya memimpin pertemuan sosialisasi dan
memberikan pengarahan secara langsung pada saat pelatihan Penegakan Hukum PERDA
KTR

Isi PERDA dan Mekanisme yang jelas dan dipahami oleh pihak-pihak terkait
Dilakukan dengan PELATIHAN PENEGAKAN HUKUM PERDA KTR yang melibatkan 2

pihak: aparat pengawas/penegak hukum dan Penanggung Jawab Kawasan untuk saling
memahami apa yang akan dilakukan dalam pengawasan dan apa yang diharapkan dari
Penanggung jawab KTR.

Konsistensi Pelaksana Pengawasan PERDA KTR yang ditetapkan dalam PERDA dan atau
PERWALI
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B.TATALAKSANA PENEGAKAN HUKUM

Untuk melakukan Penegakan Hukum PERDA KTR dibutuhkan landasan hukum. Hendaknya
aspek ini telah diantisipasi ketika PERDA mulai disusun dan dimasukkan dalam pasal dari
PERDA. Lazimnya istilah Penegakan Hukum dituliskan dengan istilah Pengawasan yang meliputi
pemantauan, penemuan kasus pelanggaran dan penindakan sesuai fase dan jenis sanksinya:
sanksi administratif atau sanksi denda; teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin sesuai
fasenya yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan teknis pelaksanaan umumnya berbentuk
Peraturan Walikota.

Walikota melakukan Pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (ps 12 ayat 1 PERDA Kota
Palembang No 7/2009 dan pasal 18 ayat 1 PERDA Kota Pontianak No 10/2010)

Selanjutnya kewenangan pengawasan umumnya akan didelegasikan kepada aparat daerah
terkait sesuai yang ditetapkan dalam PERDA kota/kabupaten bersangkutan.

Untuk melaksanakan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal yang sesuai dalam
PERDA KTR setempat, Kepala Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada:

e Dinas Kesehatan Kota (Pelembang) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Kota Palembang):
(pasal 12 ayat 2 PERDA Kota Palembang No 7/2009 tentang KTR)

e Dinas Kesehatan Kota (Pontianak) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing: pasal
(18 ayat 2 PERDA Kota Pontianak No 10/2010 tentang KTR)

Segera setelah PERDA dicanangkan, Walikota akan mengeluarkan:

e Surat Edaran resmi tentang Penetapan Tanggal Berlakunya PERDA KTR

e Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawas dengan tugas pokok pengawasan PERDA
KTR dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya

e Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengawasan PERDA KTR seperti
diamanatkan dalam PERDA KTR

1. Sistem Pengawasan PERDA KTR Terintegrasi
Keuntungan sistem pengawasan PERDA KTR terintegrasi dengan menggunakan mekanisme

penegakan hukum yang sudah berjalan antara lain pelaku sistem sudah memiliki pemahaman
tentang mekanisme pelaksanaanya hanya tinggal menambahkan substansi teknis Kawasan
Tanpa Rokok, efektifitas sistem sudah teruiji, biaya relatif kecil dan melembaga.
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Sistem Pengawasan PERDA KTR yang ditawarkan memiliki 2 komponen sebagai sub-sistemnya
yang bekerja berdasarkan jadwal yang rutin (time-bound enforcement system)

1.1 Pemantauan (rutin: waktunya ditetapkan otoritas setempat)
1.2 Inspeksi dan Penindakan atas Pelanggaran Tindak Pidana Ringan (dalam 1x24jam)
e Inspeksi terhadap Ketentraman/Ketertiban Umum (tramtib) oleh SatPol PP = RAZIA
e Penyidikan dan Penindakan yang dilakukan dalam waktu 1x24jam oleh PPNS diikuti
dengan Sidang Tindak Pidana Ringan (Sidang Tipiring = Sidang Yustisi = Sidang Cepat di
luar pengadilan)

Pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi di luar jadwal pelaksanaan sistem:

Tertangkap Tangan oleh siapapun: SKPD, Satpol PP, PPNS atau unsur masyarakat umum dj
luar jadwal pemantauan dan/atau di luar hari sidang tipiring

1.1 Komponen Pemantauan Rutin
Setiap daerah dapat memilih Pendekatan Pemantauan Rutin yang dianggap Efektif dan Efisien

1. Berbasis SEKTORAL melalui masing-masing SKPD secara berjenjang — LAPORAN RUTIN
masing-masing SKPD disampaikan pada instansi penanggung jawab PERDA KTR yang
ditetapkan dalam PERDA/PERWALI atau langsung pada Sekretaris Daerah. Hasil
pemantauan adalah gambaran kepatuhan di tingkat sektoral tergantung dari keajegan
pemantauan masing-masing sektor yang mungkin tidak sama.

Pelanggaran yang ditemukan, diatasi dengan bekerja sama dengan SatPol PP dan PPNS

2. Berbasis WILAYAH menggunakan daerah kerja administratif Puskesmas dengan
mengintegrasikan pemantauan pelaksanaan PERDA KTR dengan monitoring/supervisi rutin
program lain yg berjalan. Jenis program yang dipilih untuk integrasi ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan. Kecuali kontinuitas pengumpulan data dan pembinaan, basis wilayah kerja
administratif Puskesmas memungkinkan pemantauan beberapa jenis sarana KTR yang ada
di wilayah tersebut sekaligus. Kerjasama dengan berbagai SKPD menjadi lebih difungsikan
dalam konteks wilayah binaan.

Periode pemantauan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, hasil pemantauan dilaporkan secara

berkala untuk kompilasi di tingkat Dinas khususnya untuk mengidentifikasi daerah resiko
tinggi pelanggaran
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yang akan diteruskan pada Satpol PP yang akan digunakan sebagai lokasi sasaran Inspeksi
Penindakan (=Razia) pada hari Sidang Tipiring.

Buku Pedoman ini menggunakan Pendekatan ke-2 Berbasis Wilayah.
Daerah dapat menetapkan pendekatan lain.
1.2 Komponen Inspeksi dan Penindakan

Pada berbagai PERDA, Satpol PP merupakan instansi yang tugas pokok dan fungsinya
membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala
Daerah (PERWALI / PERBUP), menyelenggarakan pembinaan masyarakat dan ketertiban
umum (tramtib).

Penertiban oleh Satpol PP terbatas pada tindakan non judicial (peringatan/pembinan dan
penghentian sementara menunggu penyidikan oleh PPNS atau Penyidik POLRI).

Satpol PP melaksanakan tugas tramtibnya dengan cara INSPEKSI untuk menemukan
pelanggaran yang akan ditindak dalam waktu 1x24 jam.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan Satpol PP Kota Palembang dan mengacu pada
Protap Satpol PP Kota Palembang (PERWALI No 45/2009), maka Inspeksi terhadap
pelaksanaan PERDA pada umumnya diarahkan pada daerah yang menurut perkiraan akan
timbul gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Dengan kata lain
difokuskan pada daerah yang potensial beresiko tinggi.

Khusus untuk PERDA KTR yang memiliki komponen Pemantauan Rutin, data/informasi
tentang resiko tinggi pelanggaran disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Satpol PP
secara berkala sebagai hasil laporan pemantauan rutin Puskesmas.

Penindakan dalam waktu 1x24 jam

Proses penegakan hukum PERDA dilakukan secara bersama antara Satpol PP dengan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada kondisi tertentu PPNS dapat meminta bantuan
Penyidik POLRI

e Ketika PERDA KTR masih dalam fase teguran lisan/tertulis (umumnya dalam kurun
waktu 1 tahun sejak PERDA diterbitkan): tindakan memberikan teguran/pembinaan
dapat dilakukan oleh Satpol PP (non judicial), bahkan surat teguran tertulis bisa
dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas ketika ditemukan pelanggaran seusai
pemantauan.

(Satpol PP Kota Palembang sangat membantu melakukan sosialisasi dan memberikan

penjelasan tentang KTR ketika melakukan inspeksi dan menemukan pelanggaran pada
fase teguran lisan/tertulis)
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e Ketika fase teguran tertulis berakhir (sejak PERDA berlaku efektif, umumnya 1 tahun
setelah terbit) dan fasenya telah menginjak sanksi denda melalui sidang tipiring maka
peran penindakan dilakukan melalui proses dan ketentuan tipiring yang berlaku

e Karena tidak dimungkinkan menginapkan pelanggaran tindak pidana ringan lebih dari
24 jam, maka inspeksi oleh Satpol PP dilakukan pada hari yang sama dengan hari sidang
tipiring

Tertangkap Tangan di Luar Jadwal Pemantauan dan Hari Sidang Tipiring

e Temuan pelanggaran oleh pihak manapun terhadap perorangan yang kedapatan
merokok di sarana KTR di luar hari sidang tipiring cukup diberikan penyadaran di
tempat, diminta untuk mematikan rokok atau merokok di luar ruangan tanpa hukuman
denda, karena:

1) tidak mungkin menyelenggarakan sidang tipiring setiap saat terjadinya pelanggaran;
2) pelanggaran bukan tindak kriminal;
3) konsep penegakan hukum KTR lebih berkonotasi pendidikan untuk merubah perilaku
merokok di tempat umum tertutup daripada keinginan menghukum;
e Pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola/penanggung jawab KTR setempat di luar hari
sidang tipiring dapat diberikan peringatan lisan/tertulis atau sanksi sosial misalnya melalui
pengumuman di media massa

2. Mekanisme Pengawasan Berbasis Pemantauan Wilayah
2.1 Pemantauan

e Pemantauan sendiri (self-monitoring) di masing-masing fasilitas/sarana KTR di suatu
wilayah administrasi tertentu sebagai unit pelaksana terkecil (masing-masing sekolah,
masing-masing Rumah Sakit, masing-masing hotel, masing-masing restoran, masing-
masing tempat ibadah, masing-masing kantor dsb), dilakukan oleh Penanggung Jawab
(PJ) KTR setempat di bawah tanggung jawab SKPD yang bersangkutan. PJ KTR dapat
mendelegasikan pengawasan kepada Petugas/Tim Pengawas Intern (Petugas Pengawas
KTR Setempat), misalnya guru BP, Satpam dsb

e Pemantauan di tingkat wilayah ybs oleh pembina wilayah (Puskesmas)

Pemantauan KTR Setempat (Self-Monitoring)

Manfaat self-monitoring adalah 1) menimbulkan tanggung jawab Pimpinan KTR setempat untuk
melakukan edukasi masyarakat dalam lingkup instansinya; 2) membiasakan masyarakat untuk
mematuhi aturan;
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3) mengurangi potensi pelanggaran yang memberikan implikasi sanksi pada pengelola/
pimpinan/manajer KTR.

Kegiatan:

e Memastikan kepatuhan terhadap 5 (lima) indikator KTR

e Mengawasi dan menegur orang yang merokok dan memastikan tidak ada orang merokok di
Kawasan bersangkutan,

e Mengisi formulir Pemantauan Setempat yang dibagikan petugas Puskesmas, mencatat
pelanggaran dan tindakan setempat yang dilakukan
(Lamp.3 Form-1 Pemantauan Setempat Kawasan Tanpa Rokok)

e Menyampaikan hasilnya pada petugas Puskesmas saat kunjungan pemantauan dan
melaporkan pada SKPD terkait dan/atau mengintegrasikan pada sistem pelaporan rutin
masing-masing sektor bilamana ada.

Pemantauan Wilayah Kawasan Tanpa Rokok oleh Puskesmas

e Pengawasan KTR menggunakan WILAYAH KERJA/ WILAYAH BINAAN PUSKESMAS.
Puskesmas mengintegrasikan pemantauan KTR dengan kunjungan rutin program terpilih.

e Dinas Kesehatan memberikan orientasi kepada Puskesmas tentang tugas dan mekanisme
kerjanya dan menetapkan:

e Jenis program yang paling tepat untuk integrasi pemantauan KTR misal program
sanitasi lingkungan, program pengendalian Penyakit Tidak Menular, program
penyuluhan dll. Program terpilih harus ditetapkan secara tertulis agar terjamin
konsistensinya.

Periodisitas pengumpulan data (bulanan? 2 bulanan? 3 bulanan?)

Waktu pengiriman pelaporan Puskesmas ke Dinas Kesehatan

Mendelegasikan wewenang untuk mengeluarkan surat teguran tertulis

Mengkompilasi hasil laporan Puskesmas dan mengidentifikasi daerah resiko tinggi

pelanggaran untuk disampaikan kepada SatPol PP secara bulanan, tembusan kepada

SKPD. Informasi tentang daerah resiko tinggi pelanggaran menjadi petunjuk Satpol

PP untuk Inspeksi pada hari sidang tipiring dan melakukan tindakan hukum yang

diperlukan.

e Membuat laporan triwulanan hasil pengawasan PERDA KTR untuk disampaikan pada
Kepala Daerah melalui Asisten IV bidang Kesra dan digunakan sebagai bahan
pembahasan pada rapat koordinasi lintas sektor setiap 3 bulan sekali
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e Puskesmas melakukan

e Kunjungan pemantauan. Tergantung luas wilayahnya, kunjungan pemantauan
Puskesmas dapat dilakukan pada seluruh sarana KTR yang ada di wilayahnya atau
menggunakan sampling minimal 30% dari jumlah masing-masing sarana.

e Pengamatan dan wawancara dengan PJ KTR setempat dan meminta hasil
pengawasan interm (Form-1 Pemantauan Setempat KTR) dan mengisi instrumen
pemantauan (Lihat Lamp 4. Form-2 Pemantauan Wilayah KTR) saat kunjungan.

e Mengeluarkan Surat Teguran pada sarana yang melanggar KTR atasnama Pembina
wilayah setempat (Lihat Lamp 5. Form-3 Contoh Surat Teguran Pimpinan
Puskesmas).

Surat teguran dibuat rangkap 3: 1 copy untuk pelanggar, 1 copy tembusan ke Dinas
Kesehatan, 1 copy disimpan sebagai arsip Puskesmas

e Mengirimkan laporan hasil pengamatan ke Dinas Kesehatan sesuai waktu yang
ditetapkan

e Puskesmas dapat bekerjasama dan membagi tugasnya dengan LSM untuk
melakukan pemantauan sejauh tingkat penerimaan sasaran pengawasan terhadap
LSM cukup tinggi.

2.2 Inspeksi, Penyidikan dan Penindakan

Pengawasan PERDA KTR dilakukan secara terkoordinir antara Dinas Kesehatan dengan
Satpol PP, PPNS dan SKPD terkait.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menegakkan PERDA dan PERWALI, Satpol PP
melakukan Inspeksi, pembinaan dan menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum (tramtib).
Satpol PP mempunyai peran sangat besar dalam pengawasan PERDA KTR (Lihat Lamp 6.
Lembar Pengawasan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja)
Dengan cara patroli, Satpol PP melakukan inspeksi dan razia pelanggaran PERDA KTR.
Sesuai Prosedur Tetap Satpol PP, lokasi inspeksi adalah sasaran/tempat yang direncanakan
sebelumnya yang diperkirakan rawan pelanggaran.
Khusus untuk PERDA KTR, petunjuk tentang daerah resiko tinggi pelanggaran diperoleh dari
Dinas Kesehatan sebagai hasil kompilasi pemantauan rutin.
Penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan pada saat inspeksi dibagi 2 sesuai
periode waktunya:
e Pelanggaran yang terjadi pada periode pemberlakuan teguran lisan/teguran
tertulis (sejak PERDA diterbitkan sampai PERDA berlaku efektif, umumnya 1
tahun kemudian):
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e Satpol PP dapat melakukan tindakan non yustisi berupa sosialisasi dan
pembinaan sampai dengan teguran tertulis (Lihat Lamp 7. Form-5 Surat
Teguran SatPol PP).

e Surat teguran dibuat rangkap 3: 1 copy untuk pelanggar, 1 copy tembusan ke
Dinas Kesehatan, 1 copy disimpan sebagai arsip SatPol PP

e Pelanggaran yang terjadi setelah PERDA berlaku efektif (1 tahun setelah
diterbitkan):

e Diserahkan pada PPNS yang biasanya ikut sebagai tim inspeksi untuk
dibuatkan Berita Acara Pelanggaran dan Penyitaan Barang Bukti. Pada
prinsipnya Satpol PP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan
penyidikan dan penindakan tipiring.

e Karena pelanggaran PERDA masuk dalam tindak pidana ringan yang
keputusan sidangnya harus dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 jam,
maka inspeksi Satpol PP dilakukan bertepatan harinya dengan hari sidang
tipiring.

e Berdasarkan ps 149 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan
Penyidikan terhadap pelanggaran PERDA ada pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS). Dalam hal tertentu, PPNS dapat meminta bantuan penyelidikan POLRI

e Disamping menerima kasus pelanggaran dari Satpol PP, PPNS dapat melakukan
tindakan atas dasar pelaporan masyarakat atau kasus tertangkap tangan.

e PPNS melakukan penyidikan dan membuat Berita Acara Pelanggaran (Lihat Lamp 8.
Form-6 Bukti Pelanggaran) disertai penyitaan barang bukti.

e Sehubungan dengan penyitaan, PPNS memberikan tanda terima benda, untuk
dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan tipiring.

Penyelenggaraan Sidang Tipiring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dikoordinir oleh
Satpol PP dengan melibatkan unsur-unsur penegak hukum terkait, a.l Hakim, Panitera,
Jaksa, Satpol PP, PPNS, diikuti oleh SKPD terkait, LSM dan Media.

Proses persidangan dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk sidang yustisi oleh
PERDA PERDA lainnya.
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3. BAGAN MEKANISME PENGAWASAN/PENEGAKAN HUKUM KTR

ASKESDA > RAKORDA
13
12
4 8 11
DINAS <€<—| SATPOLPP J& PPNS SIDANG
KESEHATAN —> > TIPIRING
A
7 10
3 5 6 9
PUSKESMAS
PEMBINA
WILAYAH
v v

o1,

SARANA-SARANA KTR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
(Melakukan Pemantauan Setempat/Self Assessment)

Alur Kegiatan Pengawasan/Penegakan Hukum PERDA KTR

. Pemantauan Rutin oleh Puskesmas Wilayah (bulanan)

. Hasil Pemantauan, Deteksi Pelanggaran, Pembinaan, Teguran Tertulis kalau perlu

1
2
3. Laporan Hasil Pemantauan, Laporan Teguran Tertulis kalau ada
4

. Kompilasi Laporan Dinkes Kota ke SatPol PP (bulanan) = Fokus Resiko Tinggi

pelanggaran

o

Pidana

7. Laporan Umpan Balik SatPol PP ke Dinas Kesehatan.

8. Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Ringan oleh SatPol PP ke PPNS.
9. Penyidikan dan Penyitaan Barang Bukti oleh PPNS

. Inspeksi terarah pada daerah Resiko Tinggi Pelanggaran oleh Satpol PP

. Hasil Inspeksi SatPol PP: Pembinaan, Teguran Tertulis ATAU Deteksi Pelanggaran

10. Koordinasi Rencana Sidang Tipiring melibatkan Tim Sidang Yustisi, SKPD, LSM, Media
11. Pelaksanaan Sidang Tipiring

12. Laporan Dinkes Kota ke Walikota melalui Askesda/Asisten IV (triwulanan)

13. Pembahasan perkembangan pelaksanaan PERDA KTR pada Rakorda (triwulanan)
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LAMPIRAN
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Lampiran 1

MITOS dan FAKTA

MITOS 1
Kebijakan KTR melanggar HAK AZASI Perokok
FAKTA

e Setiap orang memiliki hak azasi untuk hidup sehat dan lingkungan sehat (Indonesia: UUD 45 ps 28H
ay.1). Paparan asap rokok orang lain melanggar hak azasi manusia

e Kebijakan KTR tidak melarang orang merokok, tetapi DIMANA merokok

e Hak bukan perokok untuk mengisap udara bersih lebih besar dari hak perokok untuk mencemari udara
dengan racun yang akan diisap orang lain

e Keselamatan pekerja bukan pilihan antara pekerjaan dan kesehatan yang dikorbankan

MITOS 2
Kalau KTR 100% diterapkan, industri jasa dan pariwisata akan rugi karena pelanggan akan turun

FAKTA
e Penelitian di banyak Negara menunjukkan tidak ada efek ekonomi negatif dari
e pemberlakukan UU KTR. Bisnis tetap seperti biasa ketika semua pelaku bisnis serempak melaksanakan
komitmennya.
e Australia Selatan 1991-2001:
e Ratio omzet restoran terhadap omzet penjualan tetap (UU KTR 1999)
e New York City:
e Penerimaan pajak bar dan restoran naik 8,7%
e Tenaga kerja sektor jasa naik > 10.000 orang
e Davao City:
e Hotel Occupancy Rate naik tiap tahun; 12,59% dalam 5 tahun setelah UU KTR (2002-2007)
e Bisnis restoran tentunya tidak bisa memilih antara menjual produk berbahaya atau
menyuguhkan udara yang tidak sehat. Keduanya sama bahayanya.

MITOS 3
Asap rokok orang lain tidak membahayakan kesehatan

FAKTA

e Buktiilmiah > asap rokok orang lain SAMA BAHAYANYA dengan mengisap rokok sendiri.
e Komponen kimiawi pada asap rokok orang lain (nikotin, CO, zat karsinogenik) DAPAT DIDETEKSI di
CAIRAN TUBUH BUKAN PEROKOK yang mengisap asap rokok orang lain
e Studi di 5 kantor Kecamatan+Kelurahan di Kec.Jagakarsa dengan jumlah perokok 54% dan
merokok di ruang kerja membuktikan bahwa:
e Kadar zat beracun yang diisap pekerja perokok DAN bukan perokok sama yaitu = 4 x >
ambang normal
e Konsentrasi zat penyebab kanker (BaP) dalam tubuh perokok DAN bukan perokok sama-
sama pada tingkat bahaya sedang
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e 2005: di AS kematian akibat asap rokok orang lain tercatat: 3.000 karena kanker paru dan 46.000
karena serangan jantung
MITOS 4

Tidak perlu LEGISLASI untuk KTR; Kebijakan suka rela sudah cukup

FAKTA

e Asap rokok mematikan! PAPARAN manusia terhadap ZAT BERACUN harus ditanggulangi secara
HUKUM

e Tidak ada konvensi hak untuk merokok, tapi ada hak untuk hidup dan hak bekerja di tempat yang
aman. Merokok di dekat orang lain mengancam hak hidup orang

e Apakah restoran boleh sukarela menjual makanan busuk? Perusahaan farmasi sukarela menjual obat
tanpa ada aturan pakai atau peringatan kesehatan?

MITOS 5
Pembuatan Ruang Merokok di dalam gedung tertutup, tambahan Ventilasi dan pemisahan “smoking” dan
“non smoking area” dapat memberikan perlindungan
FAKTA
e Ruang Khusus Untuk Merokok tidak efektif:
e ACsentral / buka tutup ruangan = kontaminasi ruang merokok & area bebas asap rokok
e Bahaya bagi pekerja kebersihan yang keluar masuk ruang tersebut
e Bukti ilmiah menunjukkan: Ventilasi dan filtrasi udara tidak mampu mengeliminir partikel kecil dan gas
asap tembakau. Mengapa?
e Darisudut TEKNOLOGI VENTILASI
“...hanya untuk kenyamanan, bukan untuk tujuan kesehatan”

(HONNEYWELL, Inc - leading industry manufacturer of ventilation products)
“.....Ventilasi dan teknologi filtrasi udara lain tidak dapat menghilangkan resiko kesehatan karena
paparan asap rokok”
(The American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
“...dari perspektif kesehatan industri, ventilasi bukan merupakan alat yang tepat untuk mengontrol
paparan terhadap asap tembakau lingkungan”
(Occupational Safety& Health Administration (OSHA)
e Pengakuan / dokumen internal industri rokok
e PHILIP MORRIS mengakui bahwa sistem ini tidak melindungi kesehatan. “Apakah karena

teknologinya yang kuno?”. Ventilation consultant Philip Morris USA, George Benda mengatakan,.....
“teknologi apapun sama saja”

e BAT: Dokumen internal BAT menyatakan bahwa sistem ventilasi tidak efektif, tetapi tetap
menganjurkan untuk menangkal larangan merokok di dalam gedung, di seluruh dunia
MITOS 6

Kalau orang tidak boleh merokok di tempat umum, mereka akan lebih banyak merokok di rumah yang
membahayakan anak-anaknya
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FAKTA
Studi membuktikan: Perokok meneruskan kebiasaannya di rumah

e Di New Zealand: paparan asap rokok di rumah tangga turun 50% (3 tahun setelah UU KTR)

MITOS 7
Kebijakan KTR tidak / belum tepat untuk Indonesia
FAKTA

e Prevalensi merokok di Indonesia 34% —2/3 penduduk berada dalam resiko bahaya akibat paparan
asap rokok orang lain

e Masyarakat umumnya TIDAK TAHU bahaya asap rokok orang lain

e Kewajiban untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok didasarkan pada hak azasi yang
fundamental yang dilidungi UU ( Indonesia: UUD 45 pasal 28H ayat 1)

e Dukungan publik positif
Polling di 8 kota besar di Indonesia 2008: > Yang setuju PERDA KTR di:

e fasilitas kesehatan: 99%

e tempat kerja tertutup: 93%

e restoran: 81%

e tempat belanja & tranportasi umum: 75%

MITOS 8
e Kebijakan KTR belum populer. Masyarakat pada umumnya tidak menginginkannya

FAKTA

e Kebijakan KTR sangat populer di banyak negara — semakin banyak orang menyadari haknya
» 30 negara menerapkan KTR. Irlandia, New Zealand, Panama, Inggris, Uruguay, Turkey
menerapkan KTR 100%. Dengan kesungguhan dan penegakan hukum yang baik, kepatuhan 94-
98%.
e Polling pendapat masy.di 8 kota besar di Indonesia,2008:
284% mengatakan Hak pengunjung & pekerja akan udara bersih lebih besar

—2Hanya 16% Hak perokok mengisap rokok di dalam gedung lebih besar

e Beberapa kota besar di Indonesia menjadi pionir sedang menuju ke arah pengembangan PERDA KTR
100%:
e  Bermartabat

e  Prestisius
e Layak dilaksanakan
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Lampiran 2

Contoh Pencatatan Pengaduan Masyarakat Kota Palembang

o] HARL [ TANVGGAL [ PECAPOL. | (9T CLAPCTAV: _EETERAVGAY
1| Babu | S7@ 200 o7u- | sulah Seoreang pigs-| -cudah  dihAdoaly
. | | 080%xx [(6p) i PEM el laf«vh dng
B L Celincah, . Mar N ahvounge
el o ) e da Pq.m/\?, 8{7 FA 3y d;f_gL
- | I : . | (o8120714 2906
U/ rueriegur o<
T o T | A A S Gt
2| Raby 3 /g aow| (b71) | Guv™ i svneny 4. | Dihiadale largi™
08.00- | F0BUxxx | Mermkole dalan. sres o
) | Pumngan Buns - ?w‘wnh%ve
o B - o Keﬂnw?'@
3. | Rabu  |9/6-200 [0812 %241 Di Salah Saku Gedung | Dicindak taryuei dgn
uey | | Eempae bela jar mengajer] menglrimkan Sufat
= R s mas i h "”f_‘/ak yarg. Vern beri Eabvar dﬂrn
mervicok , pada hal 4/ | Ipspe<i lapargan
1 Universigas kst Sdh | utic e»:m*zkatm
| bereutis Y Gedung Ing | petsuasig.
B 3 bebas rokok” o .
4. | Kaowe | /p 200 | Holel ~ swarmaduago W ik dal gy
o belum Wkeba{,«,mf\ﬁham g
B Yercbp KTB \tlwer\u ’Ulﬂlna, a
P _[mesh U jumparl suarna dup o
ivbole di Lob)_dan |€ ol aaur, Posta,
i N Retemuvan| ,
F I i = Dlmbenlas, 0EF
Y P | Teembagplen thile
s Jumeae 29/8 (2010| Surat  |[Masiy Sargjak ?z_qawaf _ Sudap dicindot -
Pembace | dan PeSien warg metokok Lanjueer  dgn
. d(_ertal koweSan | mengirimkan Surat
B | lemberieahuar
L " ¢ i By Ve negedsan P“?La\
MR o R e
3 SRNRNC AP SRR
6. | dumac _,,,39/0’{1( Tsurat | Masin ban Advoteasi_
Parmaca | hrgdoea P\"—O e dﬁ‘
] i B [03'9.332"‘»& oo Sudah Aibus
o o J4. E bonneyr |, Sei
Catatan:
e Pengaduan masyarakat disampaikan melalui nomor tilpon hotline yang diumumkan
e Pengaduan didokumentasi di Dinas Kesehatan Kota Palembang
e Bentuk pencatatan masih sangat sederhana, tetapi telah memuat komponen minimum untuk
melakukan tindakan penyelesaian segera.
e Lampiran3
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Form-1

PEMANTAUAN SETEMPAT KAWASAN TANPA ROKOK*)

Kota (Kabupaten) / Propinsi

PERDA No tentang Kawasan Tanpa Rokok
Nama institusi : Petugas KTR Setempat:
Alamat
Periode pengawasan (bulan)
Ada tanda dilarang merokok di setiap pintu masuk gedung Yao Tidak o
Ada area / ruang merokok di dalam gedung Yao Tidako

Ada asbak / sarana untuk merokok
Ada iklan / promosi rokok

Peristiwa/kejadian di
dalam gedung: Nama
Waktu Tempat ’ ° Pelaku
keiadi
o ejadian (orang merokok, ada (bagi ) ) Tindakan yang .
Kejadian (sebut . Bukti/NamaSaksi . . Hasilnya
Lama asbak/korek api, ada perokok diambil
(tgl/bl/th) iklan/promosi rokok, ada | di dalam
ruangan puntung rokok, ada bau gedung)
rokok)
Mengetahui:
Penaggungjawab KTR setempat Petugas KTR setempat

*) Diisi sendiri oleh Petugas KTR setempat di masing masing instansi

Diambil/diserahkan pada petugas monitoring Puskesmas wilayah yang sama, setiap bulan
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Nama Institusi:
Tanggal Kunjungan

Lampiran 4

Formulir Pemantauan Wilayah KTR

Implementasi KTR 100%

Perda No..................Tahun........ dan Perwali No...............Tahun..........

Nama Petugas Inspeksiz

Logo Pemda

Waktu Kunjungan:
Sebutkan lokasi di dalam gedung yang
No. Indikator Ged.| Ged.II | GedWl | Gedlv | Gedy [dPerkee sepert lobi ang unggy
ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas,
kamar kecil, ruang tunggu pasien,
ruang dokter, kamar hotel, dll)
Ya |Tidak| Ya |Tidak| Ya | Tidak| Ya | Tidak| Ya | Tidak
1 | Ditemukan orang merokok di dalam gedung
2 | Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung
3 | Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk
4 | Tercium bau asap rokok
5 | Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung
6 | Ditemukan puntung rokok di dalam gedung
Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor,
promosi, iklan rokok {misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk,
7 | billboard, dll)
Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan,
8 |pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar,
tokol
Pertanyaan untuk Pengelola Gedung: Komentar tambahan oleh
1 Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Palembang yang melarang orang merokok ci dalam gedung? Ya Tidak Petugas Inspeksi
2 Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Palembang? Ya Tidak
3 Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung? Ya Tidak
4 Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR? Ya Tidak

Kendala apasaja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Palembang Bebas
Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.

Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.

1
2

3

1
2

3

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukkan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi:

Tandatangan: { )
Nama

Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung

Tandatangan:
Nama
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Lampiran 5

Form-3
Contoh Surat Teguran Pimpinan Puskesmas Wilayah ........................

Tanggal:

No.

Kepada Yth

Pimpinan/Manajer/Pengelola ..........cccccvvevieeciieiie et
JI.

di

Perihal: Teguran Tertulis terhadap

Pelanggaran PERDA KOta ........cccceeeeecieeeeeeciieeeeeeas NO..oannn ttg KTR
Berdasarkan Laporan pemantauan petugas kami tertanggal ....................... / Laporan
masyarakat yang kami terima melalUi........cccccooeeiieiiiciiiine e, 1724 [
(isikan pada bagian yang sesuai), dan Ketentuan PERDA Kota ........cccceeeeecvveeeenns

NO. ottt tentang Kawasan Tanpa Rokok,
masih ditemukan pelanggaran di sarana / instansi Saudara berupa: ......c.ccccoeeeeneens

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis ini Saudara terima dan melaporkan
perbaikannya secara tertulis kepada kami. Petugas kami akan melakukan pemantauan rutin
terhadap kepatuhan pelaksanaan PERDA yang telah menjadi komitmen bersama Pemerintah Daerah
dan masyarakat Kota .......ccccceeeevieeeieciiineeeens

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

(Nama Jelas)

NIP.
Tembusan:
Kepala Dinas Kesehatan Kota ......cccccceevevecviiiieeeeeeceenn,
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Lampiran 6

Form-4

LEMBAR PENGAWAS BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kota (Kabupaten) / Propinsi

PERDA No tentang Kawasan Tanpa Rokok

SATPOL PP

LEMBAR PENGAWAS BAGI PENEGAKAN PERDA KAWASAN TANPA ROKOK

NO:

PENGAWAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG
BERTANDATANGAN DIBAWAH INI MENGINGAT SUMPAH
JABATAN MENYATAKAN DENGAN INI

NAMA:

JABATAN: Lottt /Penanggung Jawab KTR

NAMA INSTITUSI:

PADA HARI INI: TANGGAL......... BULAN : ...... TAHUN: ..........

DI ANTARA BANGUNAN/GEDUNG BERIKUT INI (mis Ged A,
Gedung B, Gedung C, Gedung D)

BERDASARKAN PERDA No ........... tentang KTR

TELAH DIPERIKSA DI RUANG TERTUTUP DAN DITEMUKAN:

NAMA PETUGAS POLPP @ ..ociiiiiiiiiiiiicc e

NIP e

TANDA TANGAN N

e TANDA "DILARANG MEROKOK” Adao Tidak Adao

e AREA/RUANG UNTUK MEROKOK Adao Tidak Adao

e ASBAK/KOREK API Adao Tidak Adao

e ORANG MEROKOK Adao Tidak Adao

e |[KLAN/PROMOSI ROKOK Adao Tidak Ada o
DEMIKIAN  HASIL PEMERIKSAAN INI DIBUAT DENGAN
SEBENARNYA.

Cap/tandatangan

JENIS KTR:

TEMPAT UMUM
TEMPAT KERJA
SARANA KESEHATAN
SARANA PENDIDIKAN
ARENA BERMAIN ANAK
ANGKUTAN UMUM
TEMPAT IBADAH
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Lampiran 7
Form-5

SURAT TEGURAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO e
Kota (Kebupaten) / Propinsi
PERDA No tentang Kawasan Tanpa Rokok
Dasar : 1. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. PERDAKOta ..coevvvvieiiiiiiieeeeeevieeeenns N\ o T tentang KTR
3. PERWALINO ..cccvvvvvvvvrrrernnnnnen tentang ...eeiiiii,
MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA
Nama L ettt ettt eeeeeeteeteeeeeteaa e eeettaa e ettt er e aeeetar e e eeetatr e eeernnaaes
NAMA INSEITUSE 1 eieiiiiiiiiieee et s e st e e e e e e e s s e s s saabbbeaeeeeeeeesanns
Jenis Sarana KTR ettt e e e e e et e e e e e e e e e e e nnreeeee
Alamat ettt eeeeeeeeeeeee e ———eeteeteeeeee e h—tbttaeeeeeeeeaa b baaaaaaeeeeeeeaa i arrarraees
Atas Pelanggaran PERDA Kota ......ccccevvcveeieccciiiec e, NO ..ovvvverinnee tentang KTR.
Berupa:
L et e et e et te e e bt ee e aree e e beeeearaeestaeenteeenree s
2 ettt e et eenbe e e te e e e bt e s e hbe e s be e s et be e s beeenhteeebaeenareesanee
C J P T TP TS O T PO TP TU IO PPOTPRTO
............................................................ 20..
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
KOta .o,
(cereerrerree e )
Pada hari ini tanggal ........ccccceevivveeeennnen. satu lembar Surat Teguran ini telah diterima oleh yang
bersangkutan untuk segera melakukan tindakan perbaikan selambat-lambatnya ................... hari
setelah diterimanya surat teguran ini.
Yang menerima, Yang menyerahkan,
(1erreerrreenee e ) (erreeemreeere e )
Tembusan:
Kepala Dinas Kesehatan Kota .........ccccceeeviiiveeiiiiiieeennns
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Lampiran 8

Form-6

BUKTI PELANGGARAN (TILANG)

Kota (Kabupaten) / Propinsi

PERDA No tentang Kawasan Tanpa Rokok

PPNS SATPOL PP/ PPNS SKPD/ POLRI:

PRO JUSTITIA: ”"BUKTI PELANGGARAN PERDA KAWASAN TANPA ROKOK”

TILANG NO:

PENYIDIK YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI MENGINGAT
SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN INI

RUANG BAGI TERDAKWA:

NAMA:

ALAMAT:

UMUR: TEMPAT NO KTP:
TGL LAHIR:

JENIS KTR GEDUNG: LANTAI:

PADA HARI INI: TANGGAL......... BULAN : ........
DEINSTANSI . oot
DALAM WILAYAH:

BERDASARKAN PERDA No........cocuvvunrnnee. ttg KTR
TELAH DISITA/DITITIPKAN:

SELANJUTNYA PENYIDIK ATAU JAKSA PENUNTUT UMUM
MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK MENGAHADIRI SIDANG DI
............................... PADA HARI: .............. TANGGAL. ..............

Cap/Tandatangan

NAMA PETUGAS PPNS & e
NIP PPN
TANDA TANGAN L ettt e e e e e s ee e reees

MELANGGAR PASAL

JUMLAH TITIPAN*): RP e

JUMLAH ANGKA DENDA :

Catatan:

*) JUMLAH UANG TITIPAN =Hanya berlaku bagi ketentuan Denda dengan jumlah tetap (FIXED FINE)

sebagaimana dinyatakan dalam PERDA

Diperlukan verifikasi terhadap ketentuan masing-masing daerah.

TCSC-IAKMI

43




44 | TCSC-IAKMI



Lampiran 9

Tanda Larangan Merokok

KAWASAN TANPA ROKOK

Pelanggaran dikenai denda sebesar
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PELATIHAN

PENGAWASAN / PENEGAKAN HUKUM
KAWASAN TANPA ROKOK




PELATIHAN PENGAWASAN/
PENEGAKAN HUKUM
PERDA KAWASAN TANPA ROKOK

Buku 2. Pegangan Bagi Peserta Latih
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PENDAHULUAN

Buku Pegangan Bagi Peserta Latih merupakan Buku Bantu yang memberikan
gambaran tentang apa yang akan dilakukan selama pelatihan. Buku ini tidak dapat
dilepaskan dari Buku Pedoman Pelatihan Pengawasan/Penegakan Hukum KTR yang
berisi materi pelatihan.

Bahan pelatihan yang digunakan sebagai acuan adalah PERDA KTR setempat,
PERWALI, PEDOMAN PENGAWASAN PERDA KTR dan Materi Pendukung lain yang
relevan.

Peserta latih terdiri dari otoritas pengawas/penegak hukum dan sasaran pengawasan/
penegakan hukum utamanya penanggung jawab kawasan tempat umum.
Mempertemukan keduanya dalam satu forum pelatihan disamping menjamin
pemahaman teknis yang sama, juga akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan di
lapangan dan memberi kesempatan dialog tentang kendala yang mungkin ditemukan
serta opsi penyelesaiannya.

Tujuan pelatihan terutama adalah untuk menyamakan persepsi, meningkatkan
komitmen bersama untuk melaksanakan PERDA KTR yang menjadi kebanggaan
daerah masing-masing dan memberikan ketrampilan untuk mampu menerapkan
konsep-konsep pengawasan/ penegakan hukum PERDA KTR.

Pelatihan selama 2 hari ini meliputi teori dan latihan di dalam kelas serta praktek
lapangan. Materi yang dipilih dibatasi pada aspek-aspek utama yang perlu dipahami
yaitu Mitos dan Fakta Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Isi PERDA, Analisis SWOT
Pengawasan PERDA, Pemantauan PERDA KTR dan Tatalaksana Penegakan Hukum.
Sementara praktek lapangan dimungkinkan hanya untuk Pemantauan Kawasan Tanpa
Rokok, tidak memasukkan praktek sidang Tipiring.

Pada tahapan penyidikan dan penindakan sanksi denda, penegakan hukum PERDA
KTR tidak berbeda dari PERDA lainnya; Perbedaannya hanya pada
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substansinya yaitu larangan merokok di ruang publik tertutup, mengiklankan,
mempromosikan dan menjual rokok di sarana KTR kecuali bagi yang memiliki izin resmi
penjualan dan kewajiban penanggung jawab KTR untuk memasang tanda larangan
merokok, menyingkirkan asbak dan tidak menyediakan area / ruang khusus merokok di
dalam gedung.

Peserta latih diharapkan:

1. Membaca bahan-bahan yang diberikan sebelumnya.

2. Berpartisipasi aktif baik di dalam kelas maupun selama praktek lapangan kalau
ada.

3. Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dan
mensosialisasikan pentingnya kepatuhan terhadap pelaksanaan PERDA KTR
100% di ruang publik tertutup.

BAHAN BACAAN SEBELUM PELATIHAN

Sebelum mengikuti pelathan, peserta diharapkan telah membaca dan membiasakan diri
dengan materi pokok berikut ini:

1. PERDA KTR setempat

2. PERWALI yang mendukung Pelaksanaan PERDA KTR

3. SK KEPALA DAERAH tentang Pelaksanaan PENGAWASAN PERDA KTR
4. MATERI PENDUKUNG YANG RELEVAN

HARI 1
1.1 PRASYARAT PENGAWASAN/PENEGAKAN HUKUM PERDA KTR

PRESENTASI 1: “Perlunya PERDA KTR, MITOS dan FAKTA” (45 menit)
Metode: Ceramah dan Tanya Jawab

PRESENTASI 2 “Pemahaman Isi PERDA KTR” (45 menit)

Metode: Ceramah dan Tanya Jawab

PRESENTASI 3 “Dukungan Masyarakat: Sosialisasi dan Mekanisme Pengaduan”

(60 menit)

Metode: Ceramah dan Tanya Jawab
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1.2 TATALAKSANA PENGAWASAN PERDA KTR

LATIHAN 1: Analisis SWOT Pelaksanaan Penegakan Hukum PERDA KTR (60men)

Metode: Diskusi Kelompok (30 menit)

Presentasi dan Diskusi pleno (30 menit)

Proses pengawasan/penegakan hukum untuk mejamin kepatuhan pelaksanaan PERDA KTR
merupakan kerja bersama antara pihak PENGAWAS dan pihak YANG DIAWASI

Peserta dibagi 2 Kelompok

Masing-masing kelompok mendiskusikan Kekuatan dan Kelemahan Pengawasan PERDA KTR
serta Peluang keberhasilan dan Antisipasi Hambatan yang mungkin terjadi di lapangan dan
SARAN Solusi

Kekuatan Kelemahan

Peluang Hambatan

SARAN SOLUSI

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya pada Diskusi Pleno,

masing-masing 10 menit diikuti diskusi pleno
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PRESENTASI 4: “PEMANTAUAN PELAKSANAAN PERDA KTR 100%” (60 menit)
Metode: Ceramah dan Tanya Jawab

LATIHAN 2: TELAAH BERSAMA tentang PENGAWASAN PERDA KTR (30 menit)

Metode: Diskusi Kelas

Sesi ini diawali dengan Latihan untuk mendapatkan gambaran Inspeksi Pelaksanaan
PERDA lain oleh Sat Pol PP sebagai petugas tramtib dan PPNS sebelum
mengaplikasikan integrasi penegakan hukum PERDA KTR

Fasilitator memandu peserta untuk membahas proses yang dilakukan oleh Tim
Pengawas Penegakan hukum PERDA, kemudian mengisikan hasil diskusi kelas pada
Formulir berikut

Kegiatan Pengawasan / Kegiatan yang telah Kegiatan yang akan
Penegakan Hukum dilakukan dilakukan dalam
_ rangka Pengawasan
Pada PERDA lain PERDA KTR

Instansi mana saja yang
memiliki kewenangan
sebagai pengawas PERDA

Ada Surat Resmi
Penetapan/ Pengangkatan
Otoritas Pengawasan
PERDA?

Apa tugas pokok dan fungsi
masing-masing Instansi
yang berfungsi melakukan
Pengawasan PERDA pada
umumnya?

4 1 TCSC-IAKMI




Adakah Orientasi / Pelatihan
sebelumnya bagi Otoritas
Pengawasan PERDA
tentang materi PERDA?

Adakah Instrumen / Formulir
pengawasan yang seragam
untuk semua PERDA?

Instansi manakah yang
berwenang mengeluarkan
kartu tilang untuk Denda?
Coba ceritakan secara
singkat mekanisme
pendendaan

Adakah Mekanisme
Pengaduan Masyarakat
terhadap pelanggaran
PERDA untuk membantu

kerja Otoritas Pengawasan
?

Sebutkan contoh bukti
pengawasan dan
penegakan hukum PERDA

Apakah Pertemuan
Koordinasi Lintas Sektor
setiap 3 bln sekali di bawah
Asisten IV Kesra telah/ akan
cukup efektif membahas
masalah dan mecari solusi?
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PRESENTASI 5: “PENEGAKAN HUKUM PERDA KTR 100%” (60 menit)
Metode: Ceramah dan Tanya Jawab

HARI ke-2

LATIHAN PRAKTEK LAPANGAN

Pada akhir pelatihan, peserta diberi kesempatan melakukan Latihan Praktek Lapangan.

Lokasi : tempat umum (mall / hotel / restoran)
Waktu : disesuaikan dengan jumlah lokasi yang dipilih
Metode : 1. Pengamatan

2. Wawancara

Peserta latih dibagi dalam beberapa kelompok tergantung waktu dan lokasi yang dipilih
Pengamatan dilakukan oleh kelompok peserta terhadap indikator:

e Tanda Larangan Merokok sesuai ketentuan
(Ukuran cukup besar, jelas, terbaca dan penempatan sesuai ketentuan)
e Ada/tidaknya Orang yang merokok di KTR
e Ada/tidaknya Asbak di KTR
e Ada/tidaknya Iklan/Promosi di KTR
e Ada/tidaknya Area/Ruang Merokok di dalam gedung
e Ada/tidaknya Ventilasi yang bertujuan menghilangkan asap rokok

Wawancara dilakukan kelompok peserta dengan Penanggung Jawab Kawasan

e Pengetahuan tentang adanya PERDA,
e Sikap terhadap PERDA
e Tindakan yang direncanakan untuk mengimplementasikan KTR di instansinya

Presentasi dan Diskusi Kelas
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Formulir Pemantauan Wilayah KTR

Implementasi KTR 100%
Perda No...................Tahun........ dan Perwali No...............Tahun..........

Logo Pemda

Nama Institusi: Nama Petugas Inspeksi: I
Tanggal Kunjungan
Waktu Kunjungan:
Sebutkan lokasi di dalam gedung yang
No. Indikator Ged. | Ged. I Ged Il | Ged.Iv gady  |reskousepertiiotl manatinesy
ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas,
kamar kecil, ruang tunggu pasien,
ruang dokter, kamar hotel, dll)
Ya |Tidak| Ya |Tidak| Ya |Tidak| Ya | Tidak| Ya | Tidak
1 | Ditemukan orang merokok di dalam gedung
2 | Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung
3 | Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk
4 | Tercium bau asap rokok
5 | Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung
6 | Ditemukan puntung rokok di dalam gedung
Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor,
promosi, iklan rokok {misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk,
7| billboard, dll)
Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan,
8 [pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar,
tokol

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung: Komentar tambahan oleh
1 Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Palembang yang melarang orang merokok di dalam gedung? Ya Tidak Petugas Inspeksi
2 Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Palembang? Ya Tidak
3 Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung? Ya Tidak
4 Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR? Ya Tidak
Kendala apasaja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Palembang Bebas
Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan. Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.
i 1
2 2
3 3

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukkan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi: Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung
Tandatangan: { ) Tandatangan: {
Nama Nama
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Petunjuk Tempat dan Waktu Inspeksi Fasilitas KTR

Lokasi/Kendaraan

Waktu Observasi

Observasi pada lokasi khusus dalam lingkungan
yurisdiksi

Institusi pendidikan

Waktu sekolah (biasanya
pagi hari)

Minimal dua ruang kelas; ruang guru; ruang rapat, aula, 1
kamar kecil, dan area luar gedung

Kantor pemerintah

Jam kantor
(Pk. 09:00-17:00)

ruang tamu; ruang tunggu, minimal 2 ruang kerja, ruang
makan, 1 kamar kecil, ruang rapat, lobi (jika ada),
minimal 1 koridor samping atau balkon (jika ada), kantin
dan area luar gedung

Rumah sakit dan pusat

Pk. 8.00 - 11.00

ruang tamu; minimal 1 ruang rawat laki dan wanita; 1

kesehatan atau pk. 16:00-20:00 ruang kerja, 1 ruang perawat, 1 ruang dokter, 1 kamar
(Waktu berkunjung) kecil, 1 ruang tunggu pasien, kantin dan area luar
gedung
Klinik Pk 9:00-17:00 atau sore hari | Reception; minimal 1 ruang tunggu pasien, 1 ruang

jika buka

kantor, 1 ruang dokter, tangga, 1 kamar kecil dan ara luar
gedung

Kantor non-pemerintah
(bank dll)

Waktu kerja
(Pk. 9:00-17:00)

Reception; ruang tunggu umum, minimal 2 ruang kerja,
ruang istirahat, 1 kamar kecil, ruang rapat, lobi (jika ada),
minimal 1 koridor atau balkon (jika ada), 1 kantin dan
area luar gedung

Kendaraan umum

Kapan saja (Selama

Seluruh ruangan di dalam bus

bus/taxi beroperasi)
Restoran Pk 13:00-15:00 & Seluruh area restoran termasuk kamar kecil
Pk 18:00-21:00
Hotel Pk 07:00 — 10:00 dan Lobi, restoran, ruang tunggu, bar (jika ada), ruang rapat,
Pk 13:00 to 20:00 business centre, spa centre (jika ada), minimal 2 kamar
kecil umum, ruang kebugaran, minimal 1 lantai kamar,
minimal 4 kamar hotel dan tempat lainnya sesuai
keperluan
Shopping mall Pk 13:00-18.00 (waktu Seluruh area mall dan minimal food court (jika ada),

ramai)

lantai dasar, minimal 2 kamar kecil, tempat informasi,
ruang tunggu

Tempat ibadah

Waktu ramai (tepat
sebelum dan sesudah
waktu bersembahyang)

Seluruh area baik di dalam maupun di luar gedung

Tempat penitipan/
bermain anak

Pk 09:00 — 14:00

Seluruh area baik di dalam maupun di luar gedung

Tempat olah raga

Pk 07:00 - 10:00 atau
Pk 16:00 - 19:00

Seluruh stadion, minimal 2 kamar kecil, ruang ganti
pemain, ruang tunggu dan semua area di luar gedung

Tempat umum lain
(dipilih)

Pk. 09:00-17:00

Seluruh area baik di dalam maupun di luar gedung

Transportasi umum

Pk. 09:00-17:00

Bandara Pk. 09:00-17:00 Bagian ticketing, ruang penerimaan barang, ruang
tunggu; minimal 2 kamar kecil; minimal 2 ruang kantor
Pelabuhan Pk. 09:00-17:00 Bagian ticketing, ruang penerimaan barang, ruang
tunggu; minimal 2 kamar kecil; minimal 2 ruang kantor
Pub dan bar Pk 18:00-23:00 Seluruh area pub dan bar termasuk kamar kecil
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